BAB III

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukan oleh
penulis pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. bahwa upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh
kegiatan salon di kota Yogyakarta masih belum sepenuhya berjalan
dengan baik dan jelas. Karena dari penelitian yang di lakukan
bahwa salon — salon kecantikan tersebut didirikan tanpa ada izin
yang pasti dan tidak sesuai dengaﬁ .prosedur dan peraturan yang
.berlaku.

2. Ad;lpun kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan usaha salon
kecantikan adalah minimnya pengetahuan, kesadaran dan ketaatan
para pelaku usaha dalam mengolah atau membuang limbah
tersebut.

3. Pelaksanaan pengawasan dan pengelolahan limbah masih saja
belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan merata .

4. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk menaati aturan yang
berlaku di kota yogyakarta.

5. Belum adanya sanksi tegas dari pemerintah bila terjadi pelanggaran
terhadap perlindungan lingkungan hidup dari kegiatan salon

kecantikan di Yogyakarta.

50



B. Saran

1. Perlunya kerjasama antara pelaku usaha salon kecantikan dengan
pemerintah setempat dalam perlindungan lingkungan hidup terkait
dengan usaha salon kecantikan ini.

2. Perlu dilakukan penegakan hukum yang konsisten dalam
penjatuhan sanksi administrasi apabila diketahui ada pelanggaran
sehubungan dengan kegiatan salon kecantikan yang merusak
lingkungan.

- 3. Pengawasan diberikan secara menyeluruh dan berjangka agar
pelaku usaha S&lOl"l kecantikan lebih sedikit kemungkinannya untuk
melanggar aturan yang telah dibuat.

4. Dibutuhkan ketentuan yang jelas mengenai pengawasan
lingkungan hidup terhadap kegiatan salon kecantikan oleh
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan koordinasi antara

pemerintah pusat dan daerah di Kota Yogyakarta.
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